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2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Landasan Teori

Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) adalah teori yang
dikemukakan oleh Icek Ajzen, menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan
oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk

berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Sulistiyani, 2016), yaitu:

1. Behavior beliefs merupakan k i individu akan hasil dari suatu perilaku
dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. Normative beliefs yaitu ke 1€ arapan normatif orang lain dan

motivasi untuk nuhi harapa
3. Control

erseh .
UNIVE ‘\“-I AS

erupakan keyakinan tentang al-hal yang

mendukung @

t perilakuzyang aka persepsinya

tentang seberapa k : yang..mendukung dan’ menghambat perilakunya

tersebut (percei > )
\ J 0000,

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertia ajak ' QU/\l ITY
Macam-macam defenisi Ht%lllfi] pa}

1). Dalam (Riftiasari,2019), pajak

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,penggolongan pajak berdasarkan

urut para ahli ,yaitu:

sumber pemasukan negara yang

lembaga pemungutannya pajak pusat dan daerah.

2). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak
mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran rakyat (Mardiasmo,2018).

3). Menurut Prof.Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3),
pajak merupakan iuran kepada negara (bersifat paksaan) yang terutang oleh yang

wajib membayarnya menrut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan



balasan yang langsung dapat ditunjuk, dan yang tujuannya untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugasNegara yang
menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah
kontribusi atau iuran yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat me undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara | unakan untuk keperluan negara

. BERASTAGI
b. Fungsi mengatur (regulerend), !

Pajak berfungsi sebagai alat untuk gatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi. Sebagai fungsi mengatur, pajak bukan merupakan
alat untuk mengurangi kesenjangan sosial tetepi untuk mengarah pada pemerat
aan dalam masyarakat, karena secara tidak langsung pajak dapat pembebanan
pada barang publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber dana yang
berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur

kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pemerintah.



2.1.2.3 Jenis — jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokan atas dua golongan, yaitu:
a) Pajak Langsung

Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan
atau tidak dapat di limpahkan ke orang lain. Contohnya: PPh, PPN, PPNnBM, Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dapat di limpahkan ke orang

lain. Contohnya : Pajak Pertamb ilai (PPN).
2. Berdasarkan sifatnya, paja "
). Pajak Subjektif Easl

Pajak yan pangkal a ;- -~ ada -.- subjel ang memperhatikan
UNIVERSITAS!
keadaan,0 b pajak. Cc‘mtohﬁya: Paja PPn)

b). Pajak Obje |
Pajak yalr \bE mperhatikan keadaan
wajib pajak. Contoh amNilai (PPN), dan Pajak Atas
Barang .~-\j )OOOO ' . /
ngutannya pajak di POk an atas:
L
: : QUALITY
Pajak yang" di punguti oleh; pemerin
a. Pajak Penghasilan, Pajak Atas

pada. cﬁeknya,

- Pajak Rerfarba

3. Berdasarkan lemba ,f
a). Pajak Pusat

pusat dan digunakan untuk

membiayai pembangunan negarasyContohny
Penjulan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b). Pajak Daerah

Pajak yang di pungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk
pembangunan daerah. Pajak provinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor dan
pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak daerah, contohnya: pajak hotel,

pajak restoran, dan pajak hiburan.



2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa
dilakukan(Suandy 200:40), yaitu:

1) Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili tempat tinggal wajib
pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak
memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau
penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan
melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

2) Asas Sumber

Pemungutan pajak didasark

pendapatan dalam suatu negara.

Sumber pendapatan jak fanpa memperhatikan

fganegaraan dari

maupun di negara
UTELL ‘o et wae

wajib pajak, tanpa me Cdari su83e6p8dap

—— -

e Banges

Y
pan
pajak a

2.1.3.1 Pengertian Pajak Bu

A\

Pajak Bumi dan Bangunan yai bumi dan bangunan yang dimiliki,

atau di manfatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan
untuk usaha perkebunan, perhutanan dan perambahan.

Pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan kepada pemilik atau pemegang
kekuasaan dan yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. Bumi adalah
termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawah nya seperti tanah
dan perairan pendalaman serta laut wilayah indonesia. Bangunan adalah
konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan yang

digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha (Dariana dan Fadli, 2017)
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Berdasarkan defenisi diatas daat di simpulkan bahwa Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadapa bumi dan bangunan

di kawasan wilayah indonesia.

2.1.3.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan
Asas pajak bumi dan bangunan, yaitu:

1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan

2) Mudah dimengerti dan adil

3) Adanya kepastian dalam hukum

4) Menghindari pajak ber%
2.1.3.3 Ketentua “

Ketentuan u ajak da " ‘ ! ahun 1985 adalah

1) Jalan lingkunga
2) Jalan tol

3) Kolam renang

QUALITY
BERASTAGI

4) Pagar mewah
5) Tempat olahraga

6) Taman mewah

7) Galangan kapal, dermaga

8) Tempat penampungan/ kilang minyak, air, dan gas

2.1.3.4 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian surat

pemberitahuan objek pajak (SPOP) menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun
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1985 adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak
menurut ketentuan undang-undang pajak bumi dan bangunan.

2.1.3.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Menurut Undang-undang No.12 tahun 1985 pasal 10 ayat 1 Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh
Direkorat Jendral Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak

terutang kepada wajib pajak.

2.1.3.6 Nilai Jual Objek Paja
Nilai Jual Objek Pajak (N

transaksi jual beli

a rata-rata yang diperoleh dari
at transaksi jual beli.
Nilai jual objek paja a dengan objek lain

atau nilai jual’©

2.1.3.7 Objek Paje
Objek Pajak,B

Nomor 12 tahu

Pasal 2 :

a). Yang menjadi ok

b). Klasifkasi obje again imaksud dalam ayat (1) diatur oleh

3 Undang-undang

Menteri Keuangan.

Pasal 3 :

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
objek pajak yang :

a) Digunakan semata-mata unuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan

itu.
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¢) Merupakan hutang lindung, hutang suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik.

e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
dientukan oleh Kementerian Keuangan.

2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan, penentuan pengenaaan pajak diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah.

3. Besarnya nilai jual objek paja pajak ditetapkan setinggi-tingginya
sebesar Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib, pajak.

4. Penyesuaian besarnya nilai hje tidak kena

| CHPLRAPENI A SIS

pajak sebagaimana

dimaksudkan pac

2.1.3.8 Subje .

Subjek Paja : angu )
undang Nomor 12<Fahun, 198" ebamim dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahu tang IQa@@nOda : BB) adalah orang
pribadi atau badan yangsecare nyéf~- ‘ — \

Ui A LITY

Memperoleh manfaat atas bl & HAS TAG]

ayat 1 Undang-

1. Mempunyai sua

2

3. Memiliki bangunan
4. Menguasai bangunan
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.3.9 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 0.5% dari Nilai Jual
Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tarif 0.5%
adalah tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua objek pajak
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(persawahan, perkantoran, perkebunan, industri,dan sebagainya) diseluruh

indonesia.

2.1.3.10 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenan PBB adalah ““ Nilai Jual Objek Pajak(NJOP)”. Besarnya Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Mentri Keuangan dengan
mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Dasar
perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendanya 20% dan setinggi-

tingginya 100% dari Nilai Jual . NJOP ditentukan per wilayah

berdasarkan keputusan Kepala Direktorat Jendral Pajak dengan

(NJKP) yaitu suatu

persentase tertentu JOP. : r perhitungan PBB.

Besarnya persentase NJKP ditentukan yaitu:

a. Sebesar 40% dari NJOP untuk:

1) Objek pajak kehutanan

2) Objek pajak perkebunan

3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas
bumi dan bangunan sama atau lebih dari 1.000.000.000,00

b. Sebesar 20% dari NJOP untuk:

1) Objek pajak pertambangan

2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00
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¢. Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

1. Jika NJKP =40 % x (NJOP — NJOPTKP) maka besarnya PBB
=0,5% x 40% x (NJOP — NJOPTKP)
=0,2% x (NJOP — NJOPTKP)

2. Jika NJKP =20% x (NJOP — NJOPTKP) maka besarnya PBB
=0,5% x 20% x (NJOP — NJOPTKP)
=0,1% x (NJOP — NJOPTKP

2.1.4 Variabel - Variabel Penelitian

2.1.4.1 Pengetahuan Perpaj
Pengetahuanyperpajakan aka kepandaian atau segala sesuatu

yang diketahui o gala ang. diketahui berkenaan dengan segala hal yang
ah!\Pefigetahuar perpd]
i dan memahami
erdasar.l Unda

an v@i@a@k (R

Pengeta n a mampuan D
mengetahui peraturan -;, ' glk itu _Qal ta ,\ ‘berdasarkan undang-

menyangkut tent

g pe adalah kemampuan

wajib pajak d ang' perpajakan dan

| entang perpajakan
17:14

peraturan tentang

yang akan berguna ba

pajak dalam

undang yang akan mei yar maupun manfaat \

kehidupannya (Erawati & Part raoarp LTy
. BERASTAG|
Kepatuhan wajib pajak akan sangat terk

g akan berguna bagi

antu dan meningkatnya kepatuhan
dalam membayar pajak karena adanyapengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang
berpengetahuan tentang pajak akan sadar diri untuk patuh membayar pajak,
karena wajib pajak telah mengetahui alur penerimaan pajak yang berjalan ersebut

sampai manfaatnya membayar pajak terseut dapat dirasakannya.

2.1.4.2 Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah tindakan baik seseorang untuk memenuhi

kewajiban membayar pajak berdasarkan hati yang ikhlas. Tingginya kesadaran

wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak, maka pemahaman dan
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pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik (Wardani dan
Rumiyatun,2017:17).

2.1.4.3 Sanksi Pajak
Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak

akan ditaati atau di patuhi (Mardiasmo, 2018: 59). Sanksi pajak adalah suatu
bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan
perpajakan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak
berupa denda yang mana denga membayar sejumlah nominal yang sudah
ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan mendisiplinkan dalam

kewajiban untuk membay sikap pajak meningkatkan

kepatuhan wajib mbayar pajak (Widiastuti dan

laksito,2014).
Sanksi dit ‘sebag : ajiban perpajakan

terhadap pembayare ank@ ?Sr@aka ( e kepatuhan wajib

pajak, namun penerapan sanks pajazérﬁlﬁsi ow’ terhadap semua
wajib pajak yang tidaksmem uhl_‘e ajtban’pe jjakan (Warouw, Sondakh, &
Walandouw, 2015). §, e ‘
QUALITY

BERASTAGI
akan atau kepa

2.1.4.4 Kepatuhan Wajib Paja

Kepatuhan dalam perpaj uhan wajib pajak adalah adalah

suatu keadaan dimana wajib pajak harusimemenuhi atau melaksanakan kewajiban
haknya dalam perpajakan(Warouw et al.,2015).

Kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan dan melaporkan pada
waktunya informasiyang di perlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang
terutang dan membayar pajak tepat waktu tanpa rasa pemaksaan. Ketidakpatuhan
muncul jika salah satu syarat defenisi tidak terpenuhi (Amalia, Topowijono,&
Dwiatmanto, 2016).

Jenis-jenis kepatuhan ada dua jenis, yaitu:
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1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan
perpajakan.

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif
atau hakikatnya memenuhi semja ketentuan material perpajakan, yakni sesuali
Isi undang-undang perpajakan.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/200, kriteria
wajib pajak yang patuh adalah:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT unuk semua jenis pajak dalam dua

tahun terakhir.

2) Tidak mempunyai tunggak emua jenis pajak, kecuali telah

memperoleh izin < Jayaran pajak.

3) Tidak pernah dijatubi: s tindakan pidana di bidang
perpajakan dale

4) % 3 Jkuan ‘dan dalam hal
terhadap wajibs f i | 3 eriksaan, kolerasi pada
pemeriksaaaiyang ‘terakhi fig jeni pajak yang terutang
paling banya \ RE ’

5) Wajib pajak yang apora ahun tanpa pengecualian,

atau pendapat de ehge angn! | mempengaruhi laba rugi
fiskal. \ BERASTAGI
2.2 Penelitian Terdahulu ‘
Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan
selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliian selanjutnya di
samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian
serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti
mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang
hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah
terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian
terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
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No Nama Judul Penelitian | Variabel yang Hasil Penelitian
(Tahun) diteliti
Penelitian

1 | Yuni Pengaruh . Pengetahuan . Pengetahuan
Setyowati, | Pengetahuan perpajakan perpajakan
Amanita Perpajakan, . Sanksi pajak berpengaruh
Novi Sanksi Pajak, dan | 3. Kesadaran terhadap
Yushita Kesadaran Waijib wajib pajak kepatuhan
(2014) membayar PBB

. Sanksi

pajak

berpengaruh

berpengaruh
terhadap
kepatuhan

membayar PBB

. Pengetahuan

perpajakan,Sank
si  pajak, dan
Kesadaran wajib
pajak
berpengaruh
terhadap
kepatuhan

membayar PBB.
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I Gede | Pengaruh  Sikap, | 1. Sikap Sikap,  Kesadaran
Prayuda Kesadaran Wajib | 2. Kesadaran Wajib Pajak, dan
Budhiarta | Pajak dan Wajib Pajak Pengetahuan
ma, | | Pengetahuan . Pengetahuan | Perpajakan
Ketut Jati | Perpajakan pada Perpajakan berpengaruh
(2016) Kepatuhan terhadap Kepatuhan
Membayar Pajak membayar PBB
Bumi Dan
Bangunan
Ruansyah, 1.Pengetahuan
Nomo Pajak
(2017) berpengaruh
terhadap
embayar PBB
Kesadaran Pajak
perpengaruh
terhadap
kepatuhan
membayar PBB
. Sanksi Pajak
Pendapatan berpengaruh
Daerah di terhadap
Kabupaten  Deli kepatuhan
Serdang membayar PBB
Siti Pengaruh 2. Pengetahuan | Pengetahuan  dan
Salmah Pengetahuan dan Pajak Kesadaran ~ Wajib
(2018) Kesadaran Wajib | 3. Kesadaran Pajak  berpengaruh

Pajak  Terhadap
Kepatuhan

Pajak

Terhadap kepatuhan
membayar PBB
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Membayar Pajak

Bumi dan
Bangunan (PBB)
Sari, Ratih | Pengaruh 1. Pengetahuan . Pengetahuan
Ika (2019) | Pengetahuan perpajakan perpajakan
Perpajakan, 2. Sanksi pajak berpengaruh
Sanksi Pajak, dan | 3. Kesadaran terhadap
Kesadaran Wajib wajib pajak kepatuhan

Pajak  Terhadap

Kepatuhan

Astuti, R.
W.,
Kharisma,
A. S.,
Roni,
Dumadi,
&
Nasiruddi
n. (2019).

‘ Pengaruh

Kesadaran Wajib
Pajak dan Sanksi
Pajak
Kepatuhan Wajib
Pajak
Membayar Pajak

terhadap

dalam

Bumi dan

Bangunan

(L_.”K_esgdvaran

S TAwajib Pajak
-~

Sanksi Pajak

3. Kepatuhan
Wajib Pajak

. Sanksi

membayar PBB
Pajak
berpengaruh
terhadap
kepatuhan
mbayar PBB

kepatuhan
membayar PBB

. sanksi

. kesadaran wajib

tidak

berpengaruh

pajak

terhadap
kepatuhan wajib
pajak dalam
membayar pajak
bumi dan
bangunan

pajak
berpengaruh
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\
\
R

/

UNIVE Rsmsi

Astuti ririn
widia,dkk
(2019)

garu

Kesadaran \
Pajak dan Sank
Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak dalam
Membayar Pajak
Bumi dan
Bangunan

QUALITKe “
&jib 45 T AWa

b Pajak

Sanksi Pajak

3. Kepatuhan
Wajib Pajak

secara terhadap
kepatuhan wajib
pajak dalam
membayar pajak
bumi dan
bangunan
kesadaran wajib
pajak dan
sanksi pajak
secara bersama-
sama
berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib

pajak dalam

membayar pajak
bumi dan
bangunan di

Desa Teggongan

3.

. Kesadaran

Wajib

berpengaruh

Pajak

terhadap
Kepatuhan
Wajib Pajak
Sanksi Pajak
berpengaruh
terhadap
Kepatuhan
Wajib Pajak
Kesadaran
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wajib pajak, dan

sanksi

pajak

berpengaruh

secara bersama-

Sama

terhadap

kepatuhan wajib

pajak
Wenny Pengaruh 1. Pengetahuan | Pengetahuan dan
Desty Pengetahuan dan pajak Kesadaran ~ Wajib

Febrian,
Ristiliana,
Romadina
(2019)

pajak berpengaruh
terhadap Kepatuhan

Retno feny
kusumanin
grum, Dwi
iga

luhsasi,
Destri
sambara
sitorus
(2020)

Pengetahuan dan

Kesadaran
masyarakat dalam
Kepatuhan
membayar Pajak
Bumi dan
Bangunan di
Dusun

Kalipanggang

2.

Perpajakan

Kesadaran
masyarakat

Kepatuhan

Kesadaran
masyarakat
berpengaruh

Pengetahuan

dan

terhadap kepatuhan

membayar
Bumi

Bangunan.

Pajak
dan
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Desa

Tuntang.

Candirejo
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2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaiman teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
penting (Sugiyono, 2018). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. VVarabel dependen
adalah variabel yang hasilnya dipengaruhi dan terkait dengan variabel
independen.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar
variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis, peneliti perlu menjalaskan

hubungan antara variabel bebas_den erikat. VVariabel dependen dalam

BERASTAGI
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Gambar 2.1 Kerangka berfikir

mengetahui peraturan“perpaj keyang akan mereka bayar
bahkan manfaat paja '

Seseorang
satu cara untuk admistrasi pajak,pe aran pajak dan sanksi pajak. Semakin
tahu dan paham wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin tahu dan paham
wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban pajak
mereka (Damajanti,2015).

Berdasarkan penelitian (Erawati & Parera 2017) membuktikan bahwa
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,
semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan manfaat pajak bagi suatu
daerah maka wajib pajak akan cenderung patuh akan membayar pajak
karena ikut menerima manfaat dari pajak tersebut.



25

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah Kesadaran memenuhi kewajiban termasuk

rela memberikan iuran untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara
membayarkan kewajiban pajaknya. Kesadaran membayar pajak berawal dari
dalam diri sendiri,tanpa diperingatkan oleh orang lain atau bahkan ada tidaknya
hukumannya. Sehingga kesadran wajib pajak dapat dipengaruhi denga kesadaran
asas yang tumbuh dari diri wajib pajak karena mempunyai aturan hukum.Wajib
pajak dapat dikatakan memiliki kedasaran ketika wajib pajak mengetahui fungsi
dan manfaat dari pajak bumi dan bangunan bagi negara dan bangsa (Ramadhanti,
Suharno dan Widarno,2020)

Berdasarkan penelitian (Jati, 2016), kesadaran perpajakan berkonsekuensi
logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk
pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya
dengan tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.3.3 PengaruhiSanksi‘Rajak Terhadap ke'batQHan Wajl b.Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada
orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak tindakan yang dilakukan wajib
pajak dengan melanggar aturan perpajakan yang berlaku yang berakibatkan akan
merugikan negara sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat
mengurangi atau mencegah wajib pajak supaya tidak melakukan tindakan yang
melanggar peraturan perpajakan. Semakin berat sanksi maka akan semakin
merugikan sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam
membayar pajak.

(Mardiasmo, 2018:59) berpendapat bahwa sanksi pajak adalah jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)
akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal
dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi

administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.
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Berdasarkan penelitian (Sapriadi, 2013), semakin tinggi sanksi pajak yang
diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam
membayar kewajibannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan

tentang perpajakan baik soal tarif maupun manfaat yang akan digunakan bagi

kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak
tersebut penting untuk men@m perpajakan. Apabila wajib
pajak telah menge ui tentang“ dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Kest ajibypajakeyangutinggi maka se nakin tinggi kepatuhan
rementihi’ 'kewajiban ‘dan smemt

: diperlukan untu
akukan .eh waj

668
u'n?(@% Q .

wajib pajak _dalg pajak bumi dan

bangunan(PBB)s

: i pelanggaran
ketentuan perpajaka akin tinggi suatu
sanksi yang diberika Yan wajib pajak dalam

membayar pajak®

2.4 Hipotesis | '
Definisi hipotesis menuru QQ&%T%I m bukunye
M
kuantitatif kualitatif dan R&D%adalah merupakan suatu jawaban sementara

Metode Penelitian
terhadap rumusan masalah penelitian, difmana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018: 69)
Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka penulis mengajukan hipotesis
dalam penelitian ini adalah:
H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikanterhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
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H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap signifikan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan.

H4 : Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak,sanksi pajak berpengaruh
secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
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